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AlBSTRAlK 

PELA lKSA lNA lA lN GOOD GOVERNA lNCE TERHA lDA lP PELA lYA lNA lN 

PUBLIK DI DINA lS KEPENDUDUKA lN DA lN PENCA lTA lTA lN SIPIL 

KOTA l BA lNDA lR LA lMPUNG 

 

Oleh 

MUHAlMAlD DIMAlS RAlDIAlNSYAlH 

 

Seiring berkembalngnyal ilmu pengetalhualn, terdalpalt kritikaln altals konsep Good 

Governalnce.  Berdalsalrkaln Peralturaln Dalaleralh (PERDAl) Kotal Balndalr Lalmpung 

Nomor 48 Talhun 2016 Tentalng Tugals, Fungsi daln Taltal Kerjal Dinals 

Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung, daln Keputusaln 

Kepallal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung 

Nomor : 470/071/III/.1.1/2020 Tentalng Stalndalr Pelalyalnaln Aldministralsi 

Kependudukaln paldal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr 

Lalmpung Talhun Alnggalraln 2020. Oknum pegawai yang kurang disiplin  

merupakan penghambat dalam pelaksanaan Good Governance, maka 

permalsallalhaln dallalm skripsi ini aldallalh Balgalimalnal Pela lksa lna la ln Good 

Governa lnce Terha lda lp Pela lya lna ln Publik di Dina ls Kependuduka ln da ln 

Penca lta lta ln Sipil Kota l Ba lnda lr La lmpung daln Alpal saljal falktor penghalmbalt 

dallalm Pela lksa lna la ln Good Governa lnce Terha lda lp Pela lya lna ln Publik di 

Dina ls Kependuduka ln da ln Penca lta lta ln Sipil Kota l Ba lnda lr La lmpung.  

 

Pendekaltaln Malsallalh yalng digunalkaln aldallalh pendekaltaln yuridis normaltif daln 

yuridis empiris. Sumber daltal: Primer daln Skunder. Setelalh pengolalhaln daltal 

selesali, malkal dilalkukaln alnallisis daltal. Setelalh itu dilalkukaln alnallisis deskriptif 

kuallitaltif. 

 

Halsil penelitialn daln pembalhalsaln menunjukkaln balhwal: Pela lksa lna la ln Good 

Governa lnce Terha lda lp Pela lya lna ln Publik di Dina ls Kependuduka ln da ln 

Penca lta lta ln Sipil Kota l Ba lnda lr La lmpung menunjukkaln balhwal pelalyalnaln 

publik di Kalntor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotal Balndalr 

Lalmpung secalral umum belum maksimal, Dilihalt dalri alspek observalsi penelitialn 

yalng meliputi Pelalyalnaln aldministralsi kependudukaln, prosedur pelalyalnaln, daln 

malnaljemen pelalyalnaln, sertal salralnal daln falsilitals pelalyalnaln belum sesuali dengaln 

pelaksanaan Good Governance. Falktor penghalmbalt dallalm Pela lksa lna la ln Good 

Governa lnce Terha lda lp Pela lya lna ln Publik di Dina ls Kependuduka ln da ln 

Penca lta lta ln Sipil Kota l Ba lnda lr La lmpung aldallalh kuralngnyal kedisiplinaln 

pegalwali (Alpalralt) dan sarana prasarana yang kurang memadai.  



 
 

 

Salraln dallalm penelitialn ini aldallalh Kinerjal para pegawai perlu dimalksimallkaln 

lalgi, algalr mutu pelalyalnalnnyal lebih optimall daln sesuali dengaln halralpaln 

penggunal jalsal pelalyalnaln publik. Gunal meningkaltkanl pegawai yang berkuallitals, 

Diperlukan kesadaran dari para pegawai untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal serta mengirimkaln pegalwali pada pelatihan atau diklat seperti 

komputerisasi dan informatika. 

 

Kaltal Kunci: Good Governalnce, Pelalyalnaln Publik, Dina ls Kependuduka ln Da ln 

Penca lta lta ln Sipil (Dukca lpil). 
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MOTO 

 

نِإَف َّنِإفَ نِإَف َّنِإَُفافرسَُفْ رْفُعِلَّ  ًُرْسَُفْ رْفُعِلَّ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 

kesulitan ada kemudahan”  

 

(QS. Al-Insyirah : 5-6) 

 

 

 

 

افَ ْْ فَ
ِ نْفْ ر َْ َِ إَِفُسَُف  ًقْ

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah itu benar,” 

 
(QS. Ar-Rum : 60) 

 

 

 

 

“JANGAN MATI – MATIAN MENGEJAR SESUATU YANG TIDAK DIBAWA 

MATI” 

 

(EMHA AINUN NAJIB) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1  Latar Belakang 

 

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, 

dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 

publik.1  

Kegiatan pelayanan publik diselenggarakan oleh instansi pemerintah. Instansi 

pemerintah merupakan sebutan kolektif meliputi satuan kerja atau satuan orang 

kementerian, departemen, lembaga, pemerintahan non-departemen, 

kesekertariatan lembaga tertinggi dan tinggi Negara, dan instansi pemerintah 

lainnya, baik pusat maupun daerah termasuk Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD).2 

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 48 Tahun 2016 

Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

                                                           
1   Martin Simangunsong. Analisis Yuridis Penerapan Konsep Negara Hukum Dalam Mewujudkan 

Pemerintahan Yang Adil dan Bertanggunng Jawab. Hasil penelitian. Universitas HKBP 

Nommensen. Medan. 2006. hlm 3. 
2   Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh 

Siyasah, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 241. 
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Kota Bandar Lampung berperan penting dalam pelaksanaan Good Governence. 

Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi pemerintah dan 

badan hukum. Beberapa prinsip pelayanan publik antara lain: prinsip 

kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, akurasi, keamanan, tanggungjawab, 

dan sebagainya.  

Salah satu tujuan dilaksanakannya pelayanan publik adalah sebagai wujud 

pemenuhan hak dasar warga Negara. Dengan adanya undang-undang tentang 

pelayanan publik ini diharapkan terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas 

tentang hak, kewajiban dan kewenangan seluruh yang terkait dengan 

penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu undang-undang pelayanan publik 

dimaksudkan untuk terciptanya penyelenggaraan pelayanan publik yang sesuai 

dengan peraturan perundangundangan serta terciptanya perlindungan dan 

kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.  

Munculnya undang-undang pelayanan publik tersebut juga diharapkan bisa 

mengatur kinerja pelayanan publik di Indonesia, khususnya Pemerinatah Daerah. 

Namun masih banyak terdapat masalah dalam birokrasi, yaitu kurangnya 

transparansi pelayanan publik. Dari beberapa studi menunjukan bahwa Salah satu 

permasalahan yang mengakibatkan buruknya pelayanan publik adalah pelayanan 

publik yang berbelit-belit dan tidak transparan. Salah satu hal yang harus segera 

diwujudkan untuk meningkatkan keberhasilan otonomi desa dan memenangkan 
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persaingan di era golobalisasi adalah dengan menerapkan transparansi atau 

keterbukaan dalam pelayanan publik.3 

Seperti pada kasus keributan terjadi di Gedung di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Disdukcapil) Bandarlampung. Pegawai dan satu warga terlibat 

keributan perkara akta kelahiran. Kepala Disdukcapil Kota Bandarlampung, 

A.Zainuddin mengatakan, insiden ini terjadi pada Rabu (1/9/2021). Saat itu, ada 

warga yang hendak membenarkan nama di kartu keluarga. Petugas kemudian 

meminta data atau berkas akta kelahiran sebagai salah satu syarat. warga tersebut 

datang ingin membenarkan nama di kartu keluarga, kemudian diminta 

kelengkapan berkas-berkas yang menyatakan bahwa orang yang ada di KK itu 

benar-benar keluarganya, tetapi warga ini malah bilang 'begitu saja harus ambil 

akte kelahiran', kemudian terjadilah ketegangan antar keduanya," kata Zainudin. 

Atas kejadian tersebut, pihaknya langsung melerai dan mengajak yang 

bersangkutan ke ruangan dan mencari duduk permasalahannya serta menjelaskan 

bahwa untuk mengubah data kependudukan tidak bisa sembarangan karena 

memang berkas-berkas pendukung harus lengkap. Atas kesalah pahaman tersebut 

telah menegur stafnya agar dapat melayani dan bersikap baik kepada masyarakat 

yang datang guna mengurus berkas-berkas kependudukan.  

Pada era seperti ini, diperlukan berbagai inovasi pelayanan publik demi 

pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih maksimal. Berbagai konsep pun 

telah ditemukan bahkan dikembangkan, salah satunya konsep tata kelola 

pemerintahan yang baik atau biasa disebut Good Governance. Pada dasarnya 

                                                           
3  Dedek Kusnadi, Menggagas Birokrasi Yang Transparan Dalam Pelayanan Publik. Kajian 

Ekonomi Islam dan Kemasyarakatan, Vol. 3, No. 1, (Juni, 2011), hlm 132. 
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konsep tersebut hadir untauk menjawab berbagai permasalahan birokrasi yang 

terkesan berbelit, kaku, lambat, statis sehingga kerap menimbulkan penyimpangan 

bahkan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal inilah yang melatarbelakangi kenapa 

Good Governance selalu disandingkan dengan reformasi birokrasi. Adapun 

tujuannya untuk mewujudkan Good Governance dan pelayanan publik yang 

prima bagi masyarakat meliputi transparansi, adil, akuntabel, partisipatif, dan 

sebagainya. 

Berdasarkan hal tersebut, perwujudan Good Governance sangat penting dalam 

pemenuhan pelayanan publik yang prima. Namun, seiring berkembangnya ilmu 

pengetahuan, terdapat kritikan atas konsep Good Governance. Bahwa 

konsep Good Governance merupakan konsep yang terbentuk berdasarkan 

imperialisme dan kolonialisme dari Negara maju. Oleh karena itu, muncullah 

berbagai pemikiran baru dari perkembangan konsep Good Governance yang lebih 

menunjukkan kemandirian suatu Negara dari praktek-praktek sistem dunia, salah 

satunya konsep pemerintahan yang dinamis (Dynamic Governance).  

Konsep ini bertujuan untuk menata dan mengelola pemerintahan menjadi lebih 

baik dalam pemenuhan pelayanan publik tentunya. Bahkan, di Indonesia sendiri 

sudah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81/2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2025. Kemudian diwujudkan melalui road 

map Reformasi Birokrasi pada tahap keempat sesuai dengan RPJMN (2020-2024) 

yang secara tersurat memiliki arah pada penerapan pemerintahan yang dinamis 

(Dynamic Governance). 
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Konsep pemerintahan yang dinamis merupakan konsep yang menekankan pada 

kebijakan, institusi dan struktur yang mampu beradaptasi dengan kondisi 

lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan sehingga tujuan 

yang hendak dicapai dapat terwujud secara efektif dan efisien (Neo dan Chen, 

2007). Kemudian, konsep ini perlu didukung oleh budaya organisasi dan birokrasi 

yang dinamis, berintegritas, tidak korupsi, dan berdasarkan sistem merit (prestasi 

kerja). Namun, hal tersebut dapat teratasi dengan pola pikir penyelenggara 

pelayanan publik yang sejatinya dituntut untuk lebih dinamis. Lebih dinamis 

disini maksudnya adalah melalui jalur maupun kebijakan yang adaptif. Sehingga 

dapat terwujud pelayanan publik yang prima dan berkualitas sebagaimana 

diharapkan oleh seluruh masyarakat. 

Asas transparansi dalam Good Governance tersebut juga senada dengan asas-asas 

umum pemerintahan yang baik (AAUPB). AAUPB merupakan nilai-nilai etik 

yang hidup dan berkembang dalam lingkungan hukum administrasi Negara.4 

AAUPB dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan 

tatacara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dengan cara demikian 

penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil dan terhormat, bebas 

dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan 

tindakan sewenang-wenang.5 

AAUPB lahir dari praktik penyelenggaraan Negara dan pemerintahan sehingga 

bukan produk formal suatu lembaga Negara seperti undang-undang. AAUPB lahir 

                                                           
4  Wirindaف Sariفا “Studi Pelaksanaan Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di 

Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai KartaNegara”فاIlmuفAdministrasiفNegara, 

Vol. 3, No. 4, 2015, hlm 928 
5    Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 235. 
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sesuai dengan perkembangan zaman untuk meningkatkan hak-hak individu. 

AAUPB berfungsi sebagai pedoman atau penuntun bagi pejabat administrasi 

Negara dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang baik (Good Governance). 

Good Governance adalah praktik penyelenggaraan kekuasaan dan kewenangan 

oleh pemerintahan secara umum dan pembangunan ekonomi secara khususnya. 

Dalam Good Governance ada empat unsur utama, yaitu akuntabilitas 

(accountability), kerangka hukum (rule of law), transparansi (transparency) dan 

keterbukaan (openness).6 

Dengan beban dan tanggung jawab yang begitu besar, Pemerintah Daerah 

diharapkan menjalankan penyelenggaraan pelayanan publik dan mengatur 

pemerintahan sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik yang 

telah disebutkan dalam pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan 

publik sebagai pedoman dan praktik pelayanan publik Pemerintahan Daerah. 

Berdasarkan Peraturan Daaerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 48 

Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, dan Keputusan Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Nomor : 

470/071/III/.1.1/2020 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Kependudukan 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung Tahun 

Anggaran 2020, maka terbentuklah Pemerintahan yang ada di Bandar Lampung.  

Adapun tugas pokok dan fungsi Pemerintahan Kota Bandar Lampung dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

 

                                                           
6  Hotma P. Sibuea, Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan Yang Baik, (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm 151. 
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1. Koordinasi pemberdayaan masyarakat; 

2. Ketenteraman & ketertiban umum; 

3. Penegakan peraturan perundangan; 

4. Pemeliharaan prasarana & fasilitas umum; 

5. Kegiatan pemerintahan; 

6. Membina pemerintahan Desa/Kelurahan; 

7. Pelayanan masyarakat yang belum dilaksanakan Desa/Kelurahan.  

Salah satu tugas pokok dari Pemerintahan Daerah adalah memberikan pelayanan, 

yang termasuk di dalamnya adalah pelayanan pembuatan KK dan e-KTP, dalam 

rangka tertib administrasi kependudukan. Dari uraian tentang tujuan 

penyelenggaraan administrasi kependudukan dapat diketahui bahwa administrasi 

kependudukan memberikan manfaat yang sangat besar bagi terjaminnya kepastian 

hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil, data base 

kependudukan secara nasional, tertib administrasi kependudukan, dan 

memberikan dasar bagi rujukan sektor terkait dalam setiap penyelenggaraan 

kegiatan pemerintah. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari 

pemerintah untuk merintis dan memulai hal yang baru dalam birokrasi.7 

Dapat dipahami keterkaitan antara kinerja birokrasi dengan proses pelayanan 

publik menjadi sangat penting melalui analisis dan penilaian tentang kinerja, 

sebab dalam berlangsungnya proses tersebut, telah melibatkan interaksi antara 

pemerintah dan masyarakat. Selain itu penilaian terhadap kinerja merupakan suatu 

kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan 

suatu organisasi pelayanan publik dalam mencapai misinya. 

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan 

penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Good Governance Terhadap 

                                                           
7 Joko Tria Nugraha, E-Government dan Pelayanan Publik (Studi Tentang Elemen SUkses 

Pengembangan E-government di Pemerintah Kabupaten Sleman), Jurnal Komunikasi dan 

Kajian Media, Volume 2 Nomor 1, hlm.33. 
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Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota 

Bandar Lampung”. 

 

1.2 Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian 

1.2.1 Permasalahan 

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pelaksanaan Good Governance Terhadap Pelayanan Publik di 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung? 

2. Apa saja faktor penghambat dalam Pelaksanaan Good Governance 

Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Bandar Lampung? 

 

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Hukum Administrasi Negara, dengan kajian 

mengenai implementasi Good Government dalam upaya peningkatan pelayanan 

publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 

Ruang lingkup penelitian adalah pelayanan publik berbasis elektronik pada Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. Waktu penelitian 

adalah Tahun 2022. 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 

Berdasarkan permasalahan yang diajukan maka tujuan penelitian ini yaitu : 

 

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Good Governance Dinas Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil dalam hal Pelaksanaan Pelayanan Publik 
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Berdasarkan UU No 25 Tahun 2009 di Kota Bandar Lampung. 

2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Pelaksanaan Good 

Governance Terhadap Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan Dan 

Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

 

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoritis 

 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam 

pengembangan kajian Hukum Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan 

dengan pelayanan publik berbasis Good government. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Hasil Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat terkait 

implementasi Good Government dalam upaya peningkatan pelayanan publik 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung. 

Diharapkan bagi pemerintah memberikan pelayanan khususnya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung dapat 

menerapkan pelayanan berbasis Good government sesuai dengan aturan 

yang berlaku sehingga dapat memudahkan masyarakat. 

b. Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, 

mahasiswa, dan masyarakat agar memahami secara khusus pengetahuan 

tentang implementasi Good government dalam upaya peningkatan 

pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Tinjauan Umum Good-Government 

 

2.1.1 Pengertian Good-Government 

 

Menurut UNESCAP dalam Good Governance memiliki 8 karakteristik utama 

yaitu partisipatif, berorientasi consensus, akuntabel, transparan, responsiv, efektif 

dan efisien, adil dan inklusif dan mengikuti aturan hukum, guna menjamin bahwa 

korupsi dapat diminimalkan, pandangan kaum minoritas diperhitungkan dan 

suara-suara yang paling rentan dalam masyarakat dalam pengambilan keputusan. 

Hal ini juga berkesesuaian dengan kebutuhan sekarang dan masa depan 

masyarakat.  

Menurut BAlPPENAlS pemerintalh dallalm alrti palling dalsalr di terjemalhkaln 

sebalgali sekumpulaln oralng yalng memiliki malndalt yalng albsalh dalri ralkyalt untuk 

menjallalnkaln wewenalngnyal dallalm urusaln pemerintalhaln. Pemerintalh menunjuk 

kepaldal kesaltualn alpalraltur altalu baldaln (Lembalgal), altalu dallalm istilalh lalin disebut 

sebalgali pengelolal altalu pengurus. Sedalngkalnف “pemerintalh” menunjuk kepaldal 

perbualtaln altalu calral altalu urusaln memerintalh, misallnyal pemerintalh yalng aldil, 

pemerintalh yalng demokraltis, daln salbalgalinyal. Nalmun, secalral umum istilalh 

government lebih mudalh dipalhalmi sebalgali pemerintalh yalitu Lembalgal besertal 

alpalralturnyal yalng mempunyali talnggung jalwalb untuk mengurus Negalral daln 
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menjallalnkaln kehendalk ralkyalt. Sedalngkaln Governalnce memiliki alrti yalng lebih 

kompleks dibalnding government kalrenal menyalngkut pilalr-pilalr Good 

Governalnce itu sendiri.8 

Pengertialn tersebut sesuali dengaln yalng menyaltalkaln balhwal Governalnce dalpalt 

dialrtikaln sebalgali calral mengelolal urusaln-urusaln publik. World Balnk dallalm 

memberikaln defenisi Governalnce sebalgaliف “the waly stalte power is used in 

malnalging economic alnd sociall resources for development of society”.فSementalral 

itu, United Naltion Development Progralm (UNDP) dallalm mendefinisikaln 

Governalnce sebalgaliف “the exercise of politicall economic, alnd aldministraltive 

aluthority of malnalge al naltion’s alffalir alt alll levels”.فDallalm hall ini World Balnk 

lebih menekalnkaln paldal calral pemerintalh mengelolal sumber dalyal sosiall daln 

ekonomi untuk kepentingaln pembalngunaln malsyalralkalt, sedalngkaln UNDP lebih 

menekalnkaln paldal alspek politik, ekonomi daln aldministraltif dallalm pengelolalaln 

sualral. Politicall Governalnce mengalcu paldal proses pembualtaln kebijalkaln (policy 

straltegy formulaltion).  

Economic Governalnce mengalcu paldal proses pembualtaln keputusaln di bidalng 

ekonomi yalng berimplikalsi paldal malsallalh pemeraltalaln, penurunaln kemiskinaln 

daln peningkaltaln kuallitals hidup, aldministraltive Governalnce mengalcu paldal 

sistem implementalsi kebijalkaln.9 Jikal mengalcu paldal progralm World Balnk daln 

UNDP, orientalsi pembalngunaln sektor publik aldallalh untuk menciptalkaln Good 

Governalnce. Pengertialn Good Governalnce sering di alrtikaln sebalgali 

                                                           
8   Falih Suaedi, Bintoro Wardiyanto, 2010, Revitalisasi Administrasi Negara: Reformasi Birokrasi 

dan E-Governance, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 54. 
9   Richardus Eko Indrajit, 2005, Electronic Government in Action : Ragam Kasus Implementasi 

Sukses di Berbagai Dunia, Yogyakarta: ANDI, hlm. 5. 
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pemerintalhaln yalng balik. Sementalral itu, World Balnk mendefinisikaln Good 

Governalnce sebalgali sualtu penyelenggalralaln malnaljemen yalng solid daln 

bertalnggung jalwalb yalng sejallaln dengaln prinsip demokralsi daln palsalr yalng 

efisien, pengehindalraln sallalh allokalsi dalnal investalsi daln pencegalhaln korupsi balik 

secalral politik malupun aldministraltif, menjallalnkaln disiplin alnggalraln sertal 

penciptalaln legall alnd politicall fralmework balgi tumbuhnyal alktivitals usalhal. 

 

 

2.1.2 Pilalr-pilalr Good-Government 

 

Aldal tigal pilalr dallalm Good Governalnce yalitu Negalral / pemerintalh (Lembalgal 

legislaltif, eksekutif daln yudikaltif), dunial usalhal swalstal (corporalte Governalnce) 

daln malsyalralkalt maldalni (civil society) yalng malsing-malsing memiliki tugals daln 

talnggung jalwalb yalkni :  

1. Negalral  

al) Menciptalkaln kondisi politik, ekonomi daln sosiall yalng stalbil  

b) Membualt peralturaln yalng efektif daln berkealdilaln  

c) Menyedialkaln public services yalng efektif daln alccountalble  

d) Menegalkkaln Halk Alsalsi Malnusial (HAlM) 

e) Melindungi lingkungaln hidup  

f) Mengurus stalndalr kesehaltaln daln stalndalr keselemaltaln publik 

 

2. Swalstal  

al) Menjallalnkaln industri  

b) Menciptalkaln lalpalngaln pekerjalaln  

c) Menyedialkaln insentif balgi kalryalwaln  

d) Meningkaltkaln stalndalr hidup malsyalralkalt  

e) Memelihalral lingkungaln hidup  

f) Mentalalti peralturaln  

g) Tralnsfer ilmu pengetalhualn daln teknologi kepaldal malsyalralkalt.10  

h) Menyedialkaln kredit balgi pengembalngaln UKM (Usalhal kegialtaln Mikro)  

 

                                                           
10   Richardus Eko Indrajit, 2006, Electronic Government : Konsep Pelayanan Publik Berbasis 

Internet dan Teknologi Informasi, APTIKOM, hlm. 52-53 
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3. Malsyalralkalt maldalni  

al) Menjalgal halk-halk malsyalralkalt terlindungi  

b) Mempengalruhi kebijalkaln publik 

c) Mengembalngkaln Sumber Dalyal Malnusial (SDM)  

d) Salralnal berkomunikalsi alntalr alnggotal malsyalralkalt  

 

Upalyal mewujudkaln Good Governalnce halnyal dalpalt dilalkukaln alpalbilal terjaldi 

keseimbalngaln peraln ketigal pilalr tersebut. Disalmping itu jikal aldal pembehalrualn 

paldal sallalh saltu pilalr malkal halrus diimbalngi dengaln pembalhalrualn paldal pilalr-

pilalr lalin. Hubungaln ketigalnyal halrus dallalm posisi yalng seimbalng daln salling 

control (checks alnd ballalnces) untuk menghindalri pengualsalaln altalu eksploitalsi 

oleh sallalh saltu komponen lalinnyal. Alpalbilal sallalh saltu komponen lebih tinggi 

dalripaldal yalng lalin malkal yalng terjaldi aldallalh dominalsi kekualsalaln altals dual 

komponen lalinnyal. Dengaln meneralpkaln prinsip-prinsip Good Governalnce 

dallalm ketigal pilalr tersebut malkal alkaln terjaldi proses yalng sinergis daln 

konstruktif alntalr ketigalnyal sehinggal secalral umum sumber dalyal yalng tersedial 

dalpalt dimalnfalaltkaln secalral optimall untuk dalpalt mencalpali tujualn 

penyelenggalralaln pemerintalh daln pembalngunaln.11 

Menurut UNDP (United Naltion Development Progralmme), tentalng definisi Good 

Governalnce aldallalh sebalgali hubungaln yalng sinergis daln konstruktif dialntalral 

Negalral, sektor swalstal daln malsyalralkalt, dallalm prinsip-prinsip; palrtisipalsi, 

supremalsi hukum, tralnspalralnsi, cepalt talnggalp, membalngun konsesus, 

                                                           
11  Nico Andrianto, 2007, Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui E-Government, Malang: 

Bayumedia Publising, hlm. 233-234. 
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kesetalralaln, efektif daln efisien, bertalnggungjalwalb sertal visi straltejik. Good 

Governalnce dimalknali sebalgali pralktek peneralpaln kewenalngaln peneralpaln 

pengelolalaln berbalgali urusaln penyelenggalralaln negalral secalral politik, ekonomi 

daln aldminstraltif di semual tingkaltaln. Aldal tigal pilalr Good Governalnce yalng 

penting, yalitu : 12 

1. Economic Governalnce altalu kesejalhteralaln ralkyalt  

2. Politicall Governalnce altalu proses pengalmbilaln keputusaln  

3. Aldministraltive Governalnce altalu taltal lalksalnal pelalksalnalaln kebijalkaln Jikal 

dikalitkaln dengaln taltal kelolal Pemerintalhaln malkal Good Governalnce aldallalh 

sualtu sualtu galgalsaln daln nilali untuk mengaltur polal hubungaln alntalral 

pemerintalh, dunial usalhal swalstal, daln malsyalralkalt sehinggal terjaldi 

penyelenggalralaln pemerintalhaln yalng bersih, demokraltis, daln efektif sesuali 

dengaln cital-cital terbentuknyal sualtu malsyalralkalt yalng malkmur, sejalhteral 

daln malndiri. 

Pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam sistem pemerintahan 

Indonesia akan berjalan dengan baik dan lancar apabila didukung oleh adanya 

administrasi yang baik. 

Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, menguraikan tentang ruang lingkup asas-asas umum pemerintahan 

yang baik yang berlaku dalam administrasi pemerintahan. Asas-asas umum 

pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas: 

 

                                                           
12 Koesnadi Hardjasoemantri. 2003. Good Governance Dalam Pembangunan Berkelanjutan di 

Indonesia, Bali. hlm 12. 
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1. Kepastian hukum  

Asas kepastian hukum merupakan asas dalam negara hukum yang 

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, 

kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan 

pemerintahan. 

2. Kemanfaatan 

Asas kemanfaatan maksudnya manfaat yang harus diperhatikan secara 

seimbang antara:  

a. kepentingan individu yang satu dengan kepentingan individu yang 

lain;  

b. kepentingan individu dengan masyarakat; 

c. kepentingan warga masyarakat dan masyarakat asing;  

d. kepentingan kelompok masyarakat yang satu dan kepentingan 

kelompok masyarakat yang lain;  

e. kepentingan pemerintah dengan warga masyarakat; 

f. kepentingan generasi yang sekarang dan kepentingan generasi 

mendatang; 

g. kepentingan manusia dan ekosistemnya; 

h. kepentingan pria dan wanita. 

3. Ketidak berpihakan 

Asas ketidakberpihakan adalah asas yang mewajibkan badan dan/atau 

pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan 

dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak 

secara keseluruhan dan tidak diskriminatif. 
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4. Kecermatan 

Asas kecermatan dimaksudkan sebagai asas yang mengandung arti bahwa  

suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan 

dokumen yang lengkap untuk mendukung asas legalitas penetapan 

dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan 

dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum 

keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. 

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan 

Asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah asas yang mewajibkan 

setiap badan dan/atau pejabat pemerintahan tidak menggunakan 

wewenangnya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan 

tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak 

melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampuradukkan 

kewenangan. 

6. Keterbukaan 

Asas keterbukaan adalah asas yang melayani masyarakat untuk 

mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak 

diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap 

memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia 

negara. 

7. Kepentingan umum   

Asas kepentingan umum adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan 

dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, 

dan tidak diskriminatif. 
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8. Pelayanan yang baik 

Asas pelayanan yang baik dimaksudkan sebagai asas yang memberikan 

pelayanan yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan 

standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Aldal beberalpal prinsip Good Governalnce menurut UNDP (United Naltion 

Development Progralmme), 1997, yalitu (1) palrtisipalsi, (2) kepalstialn hukum, (3) 

tralnspalralnsi, (4) talnggung jalwalb, (5) berorientalsi paldal kesepalkaltaln, (6) 

kealdilaln, (7) efektifitals daln efesiensi, (8) alkuntalbilitals, (9) visi straltegik. Prinsip-

prinsip itulalh yalng melekalt paldal sebualh kepemerintalhaln dallalm ralngkal 

mencalpali alpal yalng dihalralpkaln sehinggal hubungaln yalng balik dengaln 

malsyalralkalt dalpalt diralsalkaln. Pemerintalh tentunyal dalri sejalk dalhulu telalh 

menjallalnkaln altalupun merencalnalkaln progralm-progralm dallalm ralngkal aldalnyal 

pembalngunaln nalsionall balik jalngkal palnjalng altalupun jalngkal pendek. 

Menyaldalri pentingnyal malsallalh ini, prinsip-prinsip Good Governalnce diurali saltu 

persaltu sebalgalimalnal terteral di balwalh ini:13 

1. Palrtisipalsi Malsyalralkalt (Palrticipaltion) 

Semual walrgal malsyalralkalt mempunyali sualral dallalm pengalmbilaln keputusaln, 

balik secalral lalngsung malupun melallui lembalgal-lembalgal perwalkilaln salh 

yalng mewalkili kepentingaln merekal. Palrtisipalsi menyeluruh tersebut 

dibalngun berdalsalrkaln kebebalsaln berkumpul daln mengungkalpkaln pendalpalt, 

sertal kalpalsitals untuk berpalrtisipalsi secalral konstruktif. Palrtisipalsi 

bermalksud untuk menjalmin algalr setialp kebijalkaln yalng dialmbil 

mencerminkaln alspiralsi malsyalralkalt. Dallalm ralngkal mengalntisipalsi berbalgali 

                                                           
13 Joko Widodo. 2001. Good Governance, Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol 

Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Insan Cendekia, Surabaya. hlm 8. 
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isu yalng aldal, pemerintalh daleralh menyedialkaln salluraln komunikalsi algalr 

malsyalralkalt dalpalt mengutalralkaln pendalpaltnyal. Jallur komunikalsi ini 

meliputi pertemualn umum, temu wicalral, konsultalsi daln penyalmpalialn 

pendalpalt secalral tertulis. Bentuk lalin untuk meralngsalng keterlibaltaln 

malsyalralkalt aldallalh melallui perencalnalaln palrtisipaltif untuk menyialpkaln 

algendal pembalngunaln, pemalntalualn, evallualsi daln pengalwalsaln secalral 

palrtisipaltif daln mekalnisme konsultalsi untuk menyelesalikaln isu sektorall. 

2. Tegalknyal Supremalsi Hukum (Rule of Lalw) 

Palrtisipalsi malsyalralkalt dallalm proses politik daln perumusaln-perumusaln 

kebijalkaln publik memerlukaln sistem daln alturaln-alturaln hukum. Sehubungaln 

dengaln itu, dallalm proses mewujudkaln cital Good Governalnce, halrus 

diimbalngi dengaln komitmen untuk menegalkkaln rule of lalw dengaln 

kalralkter-kalralkter alntalral lalin sebalgali berikut: Supremalsi hukum (the 

supremalcy of lalw), Kepalstialn hukum (legall certalinty), Hukum yalng 

responsip, Penegalkkaln hukum yalng konsisten daln non-diskriminaltif, 

Indepedensi peraldilaln. Keralngkal hukum halrus aldil daln diberlalkukaln talnpal 

palndalng bulu, termalsuk di dallalmnyal hukum-hukum yalng menyalngkut halk 

alsalsi malnusial. 

3. Tralnspalralnsi (Tralnspalrency) 

Tralnspalralnsi aldallalh keterbukalaln altals semual tindalkaln daln kebijalkaln yalng 

dialmbil oleh pemerintalh. Prinsip tralnspalralnsi menciptalkaln kepercalyalaln 

timball-ballik alntalral pemerintalh daln malsyalralkalt melallui penyedialaln 

informalsi daln menjalmin kemudalhaln di dallalm memperoleh informalsi yalng 

alkuralt daln memaldali. Tralnpalralnsi dibalngun altals dalsalr alrus informalsi yalng 
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bebals. Seluruh proses pemerintalhaln, lembalgal-lembalgal daln informalsi perlu 

dalpalt dialkses oleh pihalk-pihalk yalng berkepentingaln, daln informalsi yalng 

tersedial halrus memaldali algalr dalpalt dimengerti daln dipalntalu. Sehinggal 

bertalmbalhnyal walwalsaln daln pengetalhualn malsyalralkalt terhaldalp 

penyelenggalralaln pemerintalhaln. Meningkaltnyal kepercalyalaln malsyalralkalt 

terhaldalp pemerintalhaln, meningkaltnyal jumlalh malsyalralkalt yalng 

berpalrtisipalsi dallalm pembalngunaln daln berkuralngnyal pelalnggalraln terhaldalp 

peralturaln perundalng-undalngaln. 

4. Peduli paldal Stalkeholder/Dunial Usalhal 

Lembalgal-lembalgal daln seluruh proses pemerintalhaln halrus berusalhal 

melalyalni semual pihalk yalng berkepentingaln. Dallalm konteks pralktek 

lalpalngaln dunial usalhal, pihalk korporalsi mempunyali talnggungjalwalb morall 

untuk mendukung balgalimalnal Good Governalnce dalpalt berjallaln dengaln balik 

di malsing-malsing lembalgalnyal. Pelalksalnalaln Good Governalnce secalral 

benalr daln konsisten balgi dunial usalhal aldallalh perwujudaln dalri pelalksalnalaln 

etikal bisnis yalng sehalrusnyal dimiliki oleh setialp lembalgal korporalsi yalng 

aldal didunial. Dallalm lingkup tertentu etikal bisnis berperaln sebalgali elemen 

mendalsalr dalri konsep CSR (Corporalte Sociall Responsibility) yalng dimiliki 

oleh perusalhalaln. Pihalk perusalhalaln mempunyali kewaljibaln sebalgali balgialn 

malsyalralkalt yalng lebih luals untuk memberikaln kontribusinyal. Pralktek Good 

Governalnce menjaldi kemudialn guidence altalu palndualn untuk operalsionall 

perusalhalaln, balik yalng dilalkukaln dallalm kegialtaln internall malupun eksternall 

perusalhalaln. Internall berkalitaln dengaln operalsionall perusalhalaln daln 

balgalimalnal perusalhalaln tersebut bekerjal, sedalngkaln eksternall lebih kepaldal 
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balgalimalnal perusalhalaln tersebut bekerjal dengaln stalkeholder lalinnyal, 

termalsuk didallalmnyal publik. 

5. Berorientalsi paldal Konsensus (Consensus) 

Menyaltalkaln balhwal keputusaln alpalpun halrus dilalkukaln melallui proses 

musyalwalralh melallui konsesus. Model pengalmbilaln keputusaln tersebut, 

selalin dalpalt memualskaln semual pihalk altalu sebalgialn besalr pihalk, jugal alkaln 

menjaldi keputusaln yalng mengikalt daln milik bersalmal, sehinggal ial alkaln 

mempunyali kekualtaln memalksal (coercive power) balgi semual komponen 

yalng terlibalt untuk melalksalnalkaln keputusaln tersebut. Palraldigmal ini perlu 

dikembalngkaln dallalm konteks pelalksalnalaln pemerintalhaln, kalrenal urusaln 

yalng merekal kelolal aldallalh persoallaln-persoallaln publik yalng halrus 

dipertalnggungjalwalbkaln kepaldal ralkyalt. Semalkin balnyalk yalng terlibalt 

dallalm proses pengalmbilaln keputusaln secalral palrtisipalsi, malkal alkaln 

semalkin balnyalk alspiralsi daln kebutuhaln malsyalralkalt yalng terwalkili. Taltal 

pemerintalhaln yalng balik menjembaltalni kepentingaln-kepentingaln yalng 

berbedal demi terbalngunnyal sualtu konsensus menyeluruh dallalm hall alpal 

yalng terbalik balgi kelompok-kelompok malsyalralkalt, daln bilal mungkin, 

konsensus dallalm hall kebijalkaln-kebijalkaln daln prosedur-prosedur. 

6. Kesetalralaln (Equity) 

Kesetalralaln yalkni kesalmalaln dallalm perlalkualn daln pelalyalnaln. Semual walrgal 

malsyalralkalt mempunyali kesempaltaln memperbaliki altalu mempertalhalnkaln 

kesejalhteralaln merekal. Prinsip kesetalralaln menciptalkaln kepercalyalaln timball-

ballik alntalral pemerintalh daln malsyalralkalt melallui penyedialaln informalsi daln 

menjalmin kemudalhaln di dallalm memperoleh informalsi yalng alkuralt daln 
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memaldali. Informalsi aldallalh sualtu kebutuhaln penting malsyalralkalt untuk 

berpalrtisipalsi dallalm pengelolalaln daleralh. Berkalitaln dengaln hall tersebut 

pemerintalh daleralh perlu proalktif memberikaln informalsi lengkalp tentalng 

kebijalkaln daln lalyalnaln yalng disedialkalnnyal kepaldal malsyalralkalt. Pemerintalh 

daleralh perlu mendalyalgunalkaln berbalgali jallur komunikalsi seperti melallui 

brosur, lealflet, pengumumaln melallui koraln, raldio sertal televisi lokall. 

Pemerintalh daleralh perlu menyialpkaln kebijalkaln yalng jelals tentalng calral 

mendalpaltkaln informalsi 

7. Efektifitals daln Efisiensi (Effectiveness alnd Efficiency) 

Untuk menunjalng prinsip-prinsip yalng telalh disebutkaln di altals, 

pemerintalhaln yalng balik daln bersih jugal halrus memenuhi kriterial efektif daln 

efisien yalkni berdalyal gunal daln berhalsil-gunal. Kriterial efektif bialsalnyal di 

ukur dengaln palralmeter produk yalng dalpalt menjalngkalu sebesalr-besalrnyal 

kepentingaln malsyalralkalt dalri berbalgali kelompok daln lalpisaln sosiall. Algalr 

pemerintalhaln itu efektif daln efisien, malkal palral pejalbalt pemerintalhaln halrus 

malmpu menyusun perencalnalaln-perencalnalaln yalng sesuali dengaln kebutuhaln 

nyaltal malsyalralkalt, daln disusun secalral ralsionall daln terukur. Dengaln 

perencalnalaln yalng ralsionall tersebut, malkal halralpaln palrtisipalsi malsyalralkalt 

alkaln dalpalt digeralkkaln dengaln mudalh, kalrenal progralm-progralm itu menjaldi 

balgialn dalri kebutuhaln merekal. Proses-proses pemerintalhaln daln lembalgal-

lembalgal membualhkaln halsil sesuali kebutuhaln walrgal malsyalralkalt daln 

dengaln menggunalkaln sumber-sumber dalyal yalng aldal seoptimall mungkin. 

8. Alkuntalbilitals (Alccountalbility) 

Alkuntalbilitals aldallalh pertalngungjalwalbaln pejalbalt publik terhaldalp 
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malsyalralkalt yalng memberinyal kewenalngaln untuk mengurusi kepentingaln 

merekal. Palral pengalmbil keputusaln di pemerintalh, sektor swalstal daln 

orgalnisalsi-orgalnisalsi malsyalralkalt bertalnggung jalwalb balik kepaldal 

malsyalralkalt malupun kepaldal lembalgal-lembalgal yalng berkepentingaln. 

Bentuk pertalnggungjalwalbaln tersebut berbedal saltu dengaln lalinnyal 

tergalntung dalri jenis orgalnisalsi yalng bersalngkutaln. Instrumen dalsalr 

alkuntalbilitals aldallalh peralturaln perundalng-undalngaln yalng aldal, dengaln 

komitmen politik alkaln alkuntalbilitals malupun mekalnisme 

pertalnggungjalwalbaln, sedalngkaln instrumen-instrumen pendukungnyal 

aldallalh pedomaln tingkalh lalku daln sistem pemalntalualn kinerjal penyelenggalral 

pemerintalhaln daln sistem pengalwalsaln dengaln salnksi yalng jelals daln tegals. 

9. Visi Straltegis (Straltegic Vision) 

Visi straltegis aldallalh palndalngaln-palndalngaln straltegis untuk menghaldalpi 

malsal yalng alkaln daltalng. Palral pemimpin daln malsyalralkalt memiliki 

perspektif yalng luals daln jaluh kedepaln altals taltal pemerintalhaln yalng balik daln 

pembalngunaln malnusial, sertal kepekalaln alkaln alpal saljal yalng dibutuhkaln 

untuk mewujudkaln perkembalngaln tersebut. Selalin itu merekal jugal halrus 

memiliki pemalhalmaln altals kompleksitals kesejalralhaln, budalyal daln sosiall 

yalng menjaldi dalsalr balgi perspektif tersebut. 

 

2.2 Tinjalualn Umum Pelalyalnaln Publik 

 

2.2.1 Pengertialn Pelalyalnaln Publik 

 

Istilalh pelalyalnaln dallalm balhalsal Inggris aldallalh “service” yalng didefinisikaln 

sebalgali kegialtaln yalng dilalkukaln oleh seseoralng altalu sekelompok oralng dengaln 

lalndalsaln tertentu dimalnal tingkalt pemualsalnnyal halnyal dalpalt diralsalkaln oleh 
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oralng yalng melalyalni altalu dilalyalni, tergalntung kepaldal kemalmpualn penyedial 

jalsal dallalm memenuhi halralpaln penggunal.14  

 

Sementalral itu, istilalh publik yalng jugal beralsall dalri balhalsal inggris yalituف“public”. 

Kaltal publik sebenalrnyal sudalh diterimal menjaldi balhalsal indonesial balku menjaldi 

publik yalng beralrti umum, oralng balnyalk, ralmali. Beberalpal palkalr yalng 

memberikaln pengertialn mengenali pelalyalnaln publik, dialntalralnyal aldallalh 

Kurnialwaln Algung, mengaltalkaln balhwal pelalyalnaln publik aldallalh pemberialn 

pelalyalnaln (melalyalni) keperlualn oralng lalin, altalu malsyalralkalt yalng mempunyali 

kepentingaln paldal orgalnisalsi itu sesuali dengaln alturaln pokok daln taltal calral yalng 

ditetalpkaln.12 

 

Pengertialn lalin dalri pelalyalnaln publik aldallalh sualtu usalhal yalng dilalkukaln 

kelompok altalu seseoralng altalu birokralsi untuk memberikaln balntualn kepaldal 

malsyalralkalt dallalm ralngkal mencalpali sualtu tujualn tertentu. Pelalyalnaln merupalkaln 

kegialtaln utalmal paldal oralng yalng bergeralk di bidalng jalsal, balik itu oralng yalng 

bersifalt komersiall altalupun yalng bersifalt non komersiall. Nalmun dallalm 

pelalksalnalalnnyal terdalpalt perbedalaln alntalral pelalyalnaln yalng dilalkukaln oleh 

oralng yalng bersifalt komersiall yalng bialsalnyal dikelolal oleh pihalk swalstal dengaln 

pelalyalnaln yalng dilalksalnalkaln oleh orgalnisalsi non komersiall yalng bialsalnyal 

aldallalh pemerintalh.  

 

Kegialtaln pelalyalnaln yalng bersifalt komersiall melalksalnalkaln kegialtaln dengaln 

berlalndalskaln mencalri keuntungaln, sedalngkaln kegialtaln pelalyalnaln yalng bersifalt 

non- komersiall kegialtalnnyal lebih tertuju paldal pemberialn lalyalnaln kepaldal 

                                                           
14  A.S Moenir, 2002, Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia, Jakarta : Bumi. Aksara. hlm. 

26- 27. 
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malsyalralkalt (lalyalnaln publik altalu umum) yalng sifaltnyal tidalk mencalri 

keuntungaln alkaln tetalpi berorientalsikaln kepaldal pengalbdialn.15 

 

2.2.2 Jenis – Jenis Pelalyalnaln Publik 

 

Dilalksalnalkalnnyal pelalyalnaln umum altalu publik kalrenal aldalnyal kepentingaln, daln 

kepentingaln tersebut bermalcalm-malcalm bentuknyal sehinggal pelalyalnaln publik 

yalng dilalkukaln jugal aldal beberalpal malcalm. Berdalsalrkaln keputusaln MENPAlN 

No. 63/KEP/M.PAlN/7/2003 kegialtaln pelalyalnaln umum altalu publik dalpalt 

dikaltegorikaln alntalral lalin: 

1. Pelalyalnaln Aldministraltif 

Yalitu pelalyalnaln yalng menghalsilkaln berbalgali bentuk dokumen resmi yalng 

dibutuhkaln oleh publik, misallnyal staltus kewalrgalNegalralaln, sertifikalt 

kompetensi, kepemilikaln altalu pengualsalaln terhaldalp sualtu balralng daln 

sebalgalinyal. 

2. Pelalyalnaln Balralng 

Yalitu pelalyalnaln yalng menghalsilkaln berbalgali bentuk altalu jenis balralng yalng 

digunalkaln oleh publik, misallnyal jalringaln telepon, penyedialaln tenalgal listrik, 

alir bersih daln sebalgalinyal. 

3. Pelalyalnaln Jalsal 

Yalitu pelalyalnaln yalng menghalsilkaln berbalgali bentuk jalsal yalng dibutuhkaln 

publik, misallnyal pendidikaln, pemelihalralaln kesehaltaln, penyelenggalral 

tralnsportalsi, pos daln sebalgalinyal. 

 

 

                                                           
15 Agung Kurniawan, 2005, Transformasi Pelayanan Publik, Yogyakarta : Pembaharuan, hlm. 6. 
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2.2.3 Polal Pelalyalnaln Publik 

 

Untuk menciptalkaln kegialtaln pelalyalnaln publik yalng berkuallitals, malkal Menteri 

Pendalyalgunalaln Negalral menerbitkaln keputusaln No. 63/ KEP/ M. PAlN/ 7/ 2003 

mengenali polal penyelenggalralaln pelalyalnaln publik, yalng alntalral lalin : 

1. Fungsionall : Polal pelalyalnaln publik diberikaln oleh penyelenggalral pelalyalnaln, 

sesuali dengaln tugals, fungsi daln kewenalngalnnyal. 

2. Terpusalt : Polal pelalyalnaln publik diberikaln secalral tunggall oleh 

penyelenggalral pelalyalnaln berdalsalrkaln pelimpalhaln wewenalng dalri 

penyelenggalral pelalyalnaln terkalit lalinnyal yalng bersalngkutaln. 

3. Terpaldu : 

a. Terpaldu Saltu Altalp Polal pelalyalnaln terpaldu saltu altalp diselenggalralkaln 

dallalm saltu tempalt yalng meliputi berbalgali jenis pelalyalnaln yalng tidalk 

mempunyali keterkalitaln proses daln dilalyalni melelui beberalpal pintu. 

Terhaldalp jenis pelalyalnaln yalng sudalh dekalt dengaln malsyalralkalt tidalk 

perlu disaltu altalpkaln. 

b. Terpaldu Saltu pintu Polal pelalyalnaln terpaldu saltu pintu diselenggalralkaln 

paldal saltu tempalt yalng meliputi berbalgali jenis pelalyalnaln yalng memiliki 

keterkalitaln proses daln dilalyalni melallui saltu pintu. 

c. Gugus Tugals Petugals pelalyalnaln secalral peroralngaln altalu dallalm bentuk 

gugus tugals ditempaltkaln paldal instalnsi pemberi pelalyalnaln daln lokalsi 

pemberialn pelalyalnaln tertentu. 

 

2.3 Prinsip-Prinsip Pelalyalnaln Publik 

 

Penyelenggalralaln pelalyalnaln publik jugal halrus memperhaltikaln prinsip-prinsip 

penyelenggalralaln pelalyalnaln publik yalng terturalng dallalm UU Nomor 25 Talhun 
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2009 Tentalng Pelalyalnaln Publik, yalitu: 

1. Kesederhalnalaln: prosedur pelalyalnaln publik tidalk berbelit-belit altalu cepalt, 

mudalh dipalhalmi, daln mudalh dilalksalnalkaln. 

2. Kejelalsaln: 

a. Persyalraltaln teknis daln aldministralsi pelalyalnaln publik 

b. Unit kerjal/pejalbalt yalng berwenalng daln bertalnggungjalwalb dallalm 

memberikaln pelalyalnaln daln penyelesalialn keluhaln/ persoallaln/ sengketal 

dallalm pelalksalnalaln pelalyalnaln publik. 

c. Rincialn bialyal pelalyalnaln publik daln taltal calral pembalyalraln. 

3. Kepalstialn daln tepalt walktu: pelalksalnalaln pelalyalnaln publik dalpalt 

diselesalikaln dallalm kurun walktu yalng telalh ditentukaln. 

4. Alkuralsi: produk pelalyalnaln publik diterimal dengaln benalr , tepalt, daln salh. 

5. Tidalk diskriminaltif: tidalk membedalkaln suku, rals, algalmal, golongaln, gender, 

daln staltus ekonomi. 

6. Bertalnggung jalwalb: pimpinaln penyelenggalral pelalyalnaln publik altalu pejalbalt 

yalng ditunjuk bertalnggung jalwalb altals penyelenggalralaln pelalyalnaln daln 

penyelesalialn keluhaln/persoallaln dallalm pelalksalnalaln pelalyalnaln publik. 

7. Kelengkalpaln salralnal daln pralsalralnal: tersedialnyal salralnal daln pralsalralnal kerjal, 

perallaltaln kerjal daln pendukung lalinnyal yalng memaldali termalsuk penyedialaln 

salralnal teknologi telekomunikalsi daln informaltikal. 

8. Kemudalhaln alkses: tempalt daln lokalsi sertal salralnal pelalyalnaln yalng memaldali, 

mudalh dijalngkalu oleh malsyalralkalt daln dalpalt memalnfalaltkaln teknologi 

komunikalsi daln informalsi. 

9. Kejujuraln: cukup jelals. 
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10. Kecermaltaln: halti –halti, teliti, telalten. 

11. Kedisiplinaln, kesopalnaln, daln keralmalhaln: alpalralt penyelenggalral pelalyalnaln 

halrus disiplin, Sopaln, ralmalh, daln memberikaln pelalyalnaln dengaln ikhlals, 

sehinggal penerimal pelalyalnaln meralsal dihalrgali halk-halknyal. 

12. Kealmalnaln daln kenyalmalnaln: proses daln produk pelalyalnaln publik dalpalt 

memberikaln ralsal almaln, nyalmaln daln kepalstialn hukum.  
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BAlB III 

METODE PENELITIAlN 

 

 

3.1 Pendekaltaln Malsallalh  

Pendekaltaln malsallalh merupalkaln sualtu proses pemecalhaln altalu penyelesalialn 

melallui sualtu talhalpaln yalng telalh ditentukaln, sehinggal mencalpali tujualn 

penelitialn.16 Pendekaltaln malsallalh yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini yalitu 

dengaln calral pendekaltaln yuridis normaltif daln yuridis empiris. Pendekaltaln yuridis 

normaltif merupalkaln pendekaltaln yalng dilalkukaln berdalsalrkaln balhaln hukum 

utalmal, menelalalh hall yalng bersifalt teoritis yalng menyalngkut alsals-alsals hukum, 

konsepsi hukum, palndalngaln daln doktrin-doktrin hukum sertal peralturaln daln 

sistem hukum. 

Pendekaltaln malsallalh secalral yuridis normaltif bertujualn untuk memperoleh 

pemalhalmaln mengenali pokok pembalhalsaln yalng jelals daln terperinci mengenali 

gejallal daln objek penelitialn yalng bersifalt teoritis berpedomaln paldal kepustalkalaln 

daln literaltur yalng berkalitaln dengaln permalsallalhaln yalng alkaln dibalhals dallalm 

penulisaln. Sedalngkaln pendekaltaln malsallalh secalral yuridis empiris merupalkaln 

upalyal untuk memperoleh kejelalsaln daln pemalhalmaln dalri permalsallalhaln 

berdalsalrkaln reallital di lalpalngaln penelitialn,22 yalitu paldal Dinals Kependudukaln 

daln Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung. 

                                                           
16 Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hlm. 112. 



29 
 

  

 3.2 Sumber daln Jenis Daltal 

 

Sumber daltal merupalkaln alsall dalri malnal daltal tersbut diperoleh. Berdalsalrkaln 

sumbernyal, daltal terdiri dalri daltal lalpalngaln daln daltal kepustalkalaln. Daltal 

lalpalngaln aldallalh yalng diperoleh dalri lokalsi penelitialn, sementalral itu daltal 

kepustalkalaln aldallalh daltal yalng diperoleh dalri berbalgali sumber kepustalkalaln. 

Jenis daltal meliputi daltal primer daln daltal sekunder.23 Jenis daltal paldal penulisaln 

ini menggunalkaln dual jenis daltal, yalitu: 

 

3.2.1 Daltal Primer 

 

Daltal Primer merupalkaln daltal yalng diperoleh secalral lalngsung dalri studi lalpalngaln 

altalu penelitialn secalral lalngsung yalng tentunyal berkalitaln dengaln pokok 

penulisaln. Penulis alkaln mengkalji daln meneliti sumber daltal yalng diperoleh dalri 

halsil penelitialn dallalm bentuk walwalncalral di Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung. Walwalncalral alkaln dilalkukaln dengaln 

nalralsumber yalng mengetalhui malsallalh yalng alkaln diteliti. Nalralsumber penelitialn 

ini aldallalh : 

1. Kepallal Bidalng Pemalnfalaltaln Daltal daln Inovalsi Pelalyalnaln ; daln 

2. Kepallal Bidalng Pengolalhaln daln Penyaljialn Daltal Kependudukaln. 

 

 

3.2.2 Daltal Sekunder 

Daltal sekunder merupalkaln daltal yalng diperoleh dalri halsil penelitialn kepustalkalaln 

dengaln melalkukaln studi dokumen, alrsip daln literaltur-litelaltur yalng berkalitaln 

dallalm penulisaln dengaln mempelaljalri hall-hall yalng bersifalt teoritis, konsep-

konsep daln palndalngaln, doktrin daln alsals-alsals hukum yalng berkalitaln dengaln 
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pokok permalsallalhaln penelitialn. 

Jenis daltal sekunder yalng digunalkaln dallalm penelitialn ini terdiri dalri balhaln 

hukum primer daln balhaln hukum sekunder: 

1. Balhaln Hukum Primer, yalitu balhaln hukum yalng bersifalt mengikalt terdiri dalri 

sebalgali berikut: 

a. Undalng-undalng Nomor 30 Talhun 2014 tentalng Aldministralsi 

Pemerintalhaln. 

b. Undalng-undalng Nomor 25 Talhun 2009 tentalng Pelalyalnaln Publik. 

c. Instruksi Presiden Republik Indonesial Nomor 3 Talhun 2003 tentalng 

Kebijalkaln daln Straltegi Nalsionall Pengembalngaln Good Government. 

d. Peralturaln Menteri Dallalm Negeri Republik Indonesial Nomor 7 Talhun 

2019 tentalng Pelalyalnaln Aldministralsi Kependudukaln Secalral Dalring. 

e. Keputusaln Menteri Pendalyalgunalaln Alpalraltur Negalral Nomor: 

63/KEP/M.PAlN/7/2003 tentalng Pedomaln Umum Penyelenggalralaln 

Pelalyalnaln Publik. 

f. Peralturaln Dalaleralh (PERDAl) Kotal Balndalr Lalmpung Nomor 48 Talhun 

2016 tentalng Tugals, Fungsi daln Taltal Kerjal Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung. 

g. Keputusaln Kepallal Dinals Kependudukaln daln Pencaltaltaln Sipil Kotal 

Balndalr Lalmpung Nomor : 470/071/III/.1.1/2020 tentalng Stalndalr 

Pelalyalnaln Aldministralsi Kependudukaln paldal Dinals Kependudukaln daln 

Pencaltaltaln Sipil Kotal Balndalr Lalmpung Talhun Alnggalraln 2020. 
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2. Balhaln Hukum Sekunder 

 

Balhaln hukum sekunder bersumber dalri balhaln-balhaln hukum yalng membalntu 

pemalhalmaln dallalm mengalnallisal sertal memalhalmi permalsallalhaln, berbalgali buku 

hukum, alrsip dokumen, brosur, malkallalh daln sumber internet. 

 

3.3 Prosedur Pengumpulaln daln Pengolalhaln Daltal 

 

3.3.1 Prosedur Pengumpulaln Daltal 

 

Prosedur pengumpulaln daltal dilalkukaln dengaln: 

 

1. Studi pustalkal (libralry resealrch), aldallalh pengumpulaln daltal dengaln 

melalkukaln seralngkalialn kegialtaln membalcal, menelalalh daln mengutip dalri 

balhaln kepustalkalaln sertal melalkukaln pengkaljialn terhaldalp ketentualn 

peralturaln perundalng-undalngaln yalng berkalitaln dengaln pokok balhalsaln. 

2. Studi lalpalngaln (field resealrch), dilalkukaln sebalgali usalhal mengumpulkaln 

daltal secalral lalngsung di lalpalngaln penelitialn gunal memperoleh daltal yalng 

dibutuhkaln melallui kegialtaln walwalncalral kepaldal nalralsumber penelitialn. 

Metode walwalncalral yalng digunalkaln aldallalh walwalncalral terbukal, dimalnal 

pertalnyalaln yalng alkaln dialjukaln sudalh disedialkaln daln memberikaln 

kelelualsaln balgi informaln untuk memberikaln jalwalbaln dengaln bebals talnpal 

dibaltalsi oleh allternaltif jalwalb yalng ditentukaln. 

 

3.3.2 Prosedur Pengolalhaln Daltal 

 

Setelalh daltal terkumpul malkal talhalp selalnjutnyal dilalkukaln pengolalhaln daltal, 

dengaln prosedur sebalgali berikut: 

1. Seleksi Daltal 

Daltal yalng terkumpul kemudialn diperiksal untuk mengetalhui kelengkalpaln 
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daltal selalnjutnyal daltal dipilih sesuali dengaln permalsallalhaln yalng diteliti. 

2. Klalsifikalsi Daltal 

3. Penempaltaln daltal menurut kelompok-kelompok yalng telalh ditetalpkaln dallalm 

ralngkal memperoleh daltal yalng benalr-benalr diperlukaln daln alkuralt untuk 

kepentingaln penelitialn. 

4. Penyusunaln Daltal 

Penempaltaln daltal yalng salling berhubungaln daln merupalkaln saltu kesaltualn 

yalng bulalt daln terpaldu paldal subpokok balhalsaln sesuali sistemaltikal yalng 

ditetalpkaln untuk mempermudalh interpretalsi daltal. 

 

3.4 Alnallisis Daltal 

 

Setelalh pengolalhaln daltal selesali, malkal dilalkukaln alnallisis daltal. Setelalh itu 

dilalkukaln alnallisis deskriptif kuallitaltif, alrtinyal halsil penelitialn ini dideskripsikaln 

dallalm bentuk penjelalsaln daln uralialn kallimalt yalng mudalh dibalcal daln dimengerti 

untuk diinterprestalsikaln daln diralngkum secalral umum yalng didalsalrkaln falktal-

falktal yalng bersifalt khusus sebalgali kesimpulaln penelitialn. 
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BAlB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulaln 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln yalng telalh dilalkukaln daln 

diuralikaln penulis, malkal dalpalt disimpulkaln sebalgali berikut : 

1. Pelayanan publik yang baik tercantum pada Asas Asas umum Pemerintahan 

yang Baik (AAUPB) pada Undang Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan dimana terdapat poin Asas Pelayanan yang Baik 

dan Asas Kepentingan Umum, pada pela lksa lna la ln Good Governa lnce 

Terha lda lp Pela lya lna ln Publik di Dina ls Kependuduka ln da ln Penca lta lta ln 

Sipil Kota l Ba lnda lr La lmpung menunjukkaln balhwal pelalyalnaln publik yalng 

aldal di Kalntor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Balndalr 

Lalmpung secalral umum belum maksimal, Secalral keseluruhaln dalpalt dilihalt 

dalri alspek observalsi penelitialn yalng meliputi Pelalyalnaln aldministralsi 

kependudukaln, Prosedur pelalyalnaln, daln Malnaljemen pelalyalnaln, termalsuk 

keberaldalaln salralnal daln falsilitals pelalyalnaln belum sesuai dengan fungsinya, 

di lihat dari pelaksanaan Good Governance, Disdukcapil Kota Bandar 

Lampung hanya mampu menerapkan 5 prinsip Good Governance dan tidak 

dapat memenuhi prinsip Good Governance lain seperti ; Visi strategis, 

Pengawasan, Tanggung Jawab, dan Partisipasi. 
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2. Falktor penghalmbalt dallalm Pela lksana la ln Good Governa lnce Terha lda lp 

Pela lya lna ln Publik di Dina ls Kependuduka ln da ln Penca lta lta ln Sipil Kota l 

Ba lnda lr La lmpung aldallalh kuralngnyal Disiplin  dan motivasi dalri palral 

pegalwali. Karena Disiplin pegalwali  salngalt penting peralnalnnyal dallalm 

pemberian jasa pelayanan publik kepada masyarakat, serta motivasi untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik merupakan kewajiban dari setiap 

pegawai. 

 

5.2 Salraln 

Berdalsalrkaln halsil penelitialn daln pembalhalsaln yalng telalh dipalpalrkaln, malkal 

penulis memberikaln salraln sebalgali berikut : 

1. Untuk memenuhi Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) 

sesuai Undang Undang No. 30 tahun 2014 dan prinsip Good Governance, 

diperlukan kinerja pegawai yang maksimal, guna meningkatkan mutu 

pelayanan yang baik dan berkualitas diperlukan penyesuaian dalam 

pembagian tugas dan wewenang pada tiap bidang serta dapat menempatkan 

posisi seorang pegawai sesuai dengan keahlian dan bidangnya serta Dinas 

pelu mengirimkan pegawai pegawai nya dalam pelatihan atau diklat seperti 

pelatihan komputerisasi dan Informatika. 

2. Dihalralpkaln malsyalralkalt untuk lebih tertib dan partisipatif dallalm 

melalporkaln altalu mendalftalrkaln sualtu kejaldialn peristiwal dallalm kehidupaln 

yalng berkalitaln eralt dengaln kependudukaln algalr halk-halk keperdaltalaln 

malsyalralkalt dalpalt lebih terjalmin daln tidalk menimbulkaln sualtu 

permalsallalhaln dikemudialn  halrinya,. 
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